SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung maka Dinas yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan berubah nomenklaturnya dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi
Dinas Penanaman Modal sehingga Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sudah
tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 95);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

>

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah Dinas
Penanaman Modal yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang
Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala DPM adalah
Kepala DPM Kabupaten Temanggung.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu.



(1)

(2)

(1)

(2)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Non Perizinan adalah segala sesuatu bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk
penandatanganannya oleh Bupati kepada Kepala DPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendelegasian wewenang adalah untuk menyederhanakan prosedur
birokrasi dalam pengurusan perizinan dan non perizinan di Daerah.

Tujuan pendelegasian wewenang adalah memudahkan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3
Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi
kewenangan Daerah kepada Kepala DPM.
Kepala DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas

pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.

b.

menerbitkan produk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menerima dan memproses permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan
yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;

menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar
pelayanan;

menandatangan dokumen perizinan dan non perizinan,;

mencabut dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

mengadministrasi retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan

BAB IV
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis yang berkaitan dengan substansi
perizinan yang didelegasikan, tetap menjadi wewenang perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2017 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 42
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